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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang 

Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nommor 6 Tahun 2014 

di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman Perspektif Good Governance , 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagaiiberikut :  

1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman 

sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Hal ini terlihat Nagari Cubadak Tengah dalam beberapa 

tahun terakhir terus bertransformasi menjadi berkembang pesat dengan 

adanya anggaran yang dianggarkan dari pusat yaitu dana desa yang 

bertujuan meningkatkan pembangunan.  

2. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman 

telah sesuai dengan enam prinsip good governance yaitu: Transparansi 

yaitu dengan adanya baliho dalam menyampaikan informasi terbuka 

kepada masyarakat. Partisipasi adanya keikut sertaaan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan,kesetaraan yaitu Setiap warga nagari memiliki 

hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. 

Tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau keturunan. Daya 

tanggap contohnya memberikan informasi kepada masyarakat dengan 

cepat sehingga pembangunan dapat direalisaikan dengan ttanggapan yang 

cepat dari masyarakat. Akuntabilitas bahwa pemerintahan nagari harus 

mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana 

desa secara terbuka dan jujur. Efektifitas dan efesiensi dengan 

melaksanakan kinerja secara optimal sesuai dengan anggaran yang sesuai 

dengan kebutuhan yang dibuat.  
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5.2 Saran 

Setelah mengetahui permasalahan di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten 

pasaman pada penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada :  

1. Kepada pemerintah desa, pemerintah desa Nagari Cubadak Kabupaten 

Pasaman dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap 

perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang seharusnya 

melibatkan seluruh lapisan masyarakat, transparansi informasi yang 

disampaikan oleh perangkat  Nagari Cubadak Tengah kepada masyarakat. 

2.  Kemudian pada tahap pelaksanaan dan proses pertanggungjawaban 

perlunya aparat pemerintah Nagari Cubadak melakukan trasparansi 

penggunaan anggaran alokasi dana desa agar seluruh masyarakat 

mengetahui pengalokasian alokasi dana desa sesuai yang diharapkan.  

3. Kepada masyarakat, agar masyarakat Nagari Cubadak secara pro aktif 

dapat mengambil peran sebagai pengontrol dalammengawasi pengelolaan 

dana desa sehingga dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah Nagari 

Cubadak Tengah terlaksana secara transparan dan akuntabel. 

4. Kepada Pemuda diharapkan lebih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan 

dan pembangunan desa, baik dalam bentuk kegiatan organisasi, 

musyawarah desa, maupun kegiatan sosial lainnya. Keterlibatan pemuda 

sangat penting sebagai generasi penerus yang mampu membawa inovasi 

dan semangat perubahan di tengah masyarakat. 
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